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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II DiKalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58. Tambahan Lemharan Negara RepubUk Indonesia Nomor
5679);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenldatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan
penyesuaian nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;

BUPATITABALONG,

Mengingat

Menimbang

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR ..ygTAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI.TUGASDANFUNGSISERTA
TATAKERJASEKRETARIATDAERAHKABUPATENTABAWNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

SAUNAN



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyeJenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. WakilBupati adalah WakilBupati Tabalong.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Tabalong.
10.Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
11.Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Tabalong.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANG KEDUDUKAN.SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENTABALONG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Pasail

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor970);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2016 Nomor
OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02);
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(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. BagianTata Pemerintahan, terdiri atas:
a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
c) Subbagian OtonomiDaerah dan Kerjasarna.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, terdiri atas:
a) Subbagian Perundang-Undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

b. Asisten Perekonomiandan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

a) Subbagian Perekonomian;
b) Subbagian Sumber DayaAlam;dan
c) Subbagian Administrasi Pembangunan.

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
a) Subbagian PengelolaanPengadaan Barang dan Jasa;
b) Subbagian PengelolaanLayanan Pengadaan Secara

Elektronik.
c) Subbagian Pembinaan dan AdvokasiPengadaan Barang dan

Jasa.

Pasal3

BABIII
SUSUNANORGANISASI

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalarn penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

Perangkat Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasa12

BABII
KEDUDUKAN

3



(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang
Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum dan pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan
rakyat dan hukum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,

kesejahteraan rakyat dan hukum;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan

rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata

pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata

pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;

Pasal4

Bagian Kesatu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

BABIV
TUGASDANFUNGSI

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Umum, terdiri atas:

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b) Subbagian Perlengkapan; dan
c) Subbagian Rumah Tangga.

2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
a) Subbagian Protokol;
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
a) Subbagian Perencanaan;
b) Subbagian Keuangan; dan
c) Subbagian Pelaporan.

d. Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasianperumusan kebijakan daerah, pengoordinasianpelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Kesejahteraan Rakyatmenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
h. penyiapan bahan pengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah

di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

Pasal6

Paragraf2
BagianKesejahteraan Rakyat

(1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasianperumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,
otonomidaerah dan kerjasama.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Tata Pemerintahan menyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi

pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan
kerjasama;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi
daerah dan kerjasama;

c. penyiapan bahan pengoordinasianpelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,otonomi
daerah dan kerjasama;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,
otonomidaerah dan kerjasama; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal5

Paragraf 1
BagianTata Pemerintahan

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan
dengan tugasnya.
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(1) AsistenPerekonomiandan Pembangunandipimpinoleh seorangAsistenyang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawabkepada SekretarisDaerah.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan
kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alamo

(3) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Asisten
Perekonomiandan Pembangunanmenyelenggarakanfungsi:

PasalB

BagianKedua
AsistenPerekonomiandan Pembangunan

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
dan dokumentasidan informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 8agian
Hukummenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang­

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

c. penyiapanbahan pengoordinasianpelaksanaan tugas PerangkatDaerah
di bidangperundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasidan
informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh AsistenPemerintahan dan
KesejahteraanRakyatyang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

Paragraf3
8agian Hukum

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkandan faktoryangmempengaruhipencapaian tujuan kebijakan
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehAsistenPemerintahan dan
KesejahteraanRakyatyang berkaitan dengan tugasnya.
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(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan

Pasall0

Paragraf2
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Bagian Perekonomian dan administrasi pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya
alam dan administrasi pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang perekonomian, sumber daya alarn dan administrasi
pembangunan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang perekonomian, sumber daya alam dan administrasi
pembangunan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang perekonomian, sumber daya alam dan administrasi
pembangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal9

Paragraf 1
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber
dayaalam;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengadaan barang dan jasa;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomiandan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
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(I) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol
dan komunikasi pimpinan.dan perencanaan dan keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan

komunikasi pimpinan.dan perencanaan dan keuangan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

orgarusasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
orgamsasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASNpada instansi
daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan,dan perencanaan
dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasa111

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum

barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
pelayanan pengadaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf3
BagianProtokoldan KomunikasiPimpinan

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaandan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi
birokrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bagian
Organisasimenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan

dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasibirokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasibirokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kelembagaandan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasibirokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasibirokrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umumyang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

Paragraf2
BagianOrganisasi

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan,
StafAhlidan Kepegawaian,Perlengkapandan RumahTangga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Umummenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha

pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,perlengkapandan rumah tangga;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,perlengkapan
dan rumah tangga; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umumyang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 12

Paragraf 1
BagianUmum
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Pada Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan
kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 16

BABV
JABATAN FUNGSIONAL

(1) 8agian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan serta evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 8agian
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d. pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf4
Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal15

(1) 8agian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pe1aksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokurnentasi pimpinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 8agian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi

pimpinan dan dokumentasi pirnpinan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
pimpinan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 14

10



(I) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(2) Asistenmerupakan jabatan struktural eselonlIb atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IlIa atau jabatan
administrator.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan
pengawas.

Pasal21

BABVII
JABATANDANESELON

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan,
mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasa119

Pasal20

Setiap pemimpin satuan organisasi di linglrungan Sekretariat Daerah harus
menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing masing
untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di linglrungan Sekretariat Daerah
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di
lingkungan Sekretariat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi lain di
luar lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal17

BABVI
TATAKERJA
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ABDULMUTHALIBSANGADJI

BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2019 NOMOR 5.1

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal I' oe s",,/JI,. .1l01.1
SEKRETARIS DAj;RAH KABUPATEN TABALONG,

ANANGSYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal / b .IJ~lhl}J 'r DlDI_g

DQ3UPATITABALONG,

\:ta ;,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 10)dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal23

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum
diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pelantikan
pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal22

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
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